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ABSTRACT: The phenomenon of violence against women  has  recently  become  a  prominent  issue. 

This is not only due to the increasing severity of cases of violence experienced by women, but the  

intensity is also worrying. For Indonesia, apart from being obtained from mass media coverage, the 

increase in  spatial scale,  form, intensity and degree of violence against women is also obtained from  

the results of research that is increasingly being carried out. According to Article 1 of the Declaration  

on the Elimination of Violence against Women, that includes all  forms of violence, both physically,  

sexually and emotionally that make women suffer, including all forms of threats, intimidation, and  

violations of women's rights or freedoms, both openly and in secret.  Violence itself comes from the 

Latin,  namely violence,  which means violence,  ferocity,  greatness,  cruelty,  awesomeness, 

persecution, rape. Violence can happen to anyone, including mothers, fathers, husbands, wives, 

children or household servants. However, in general, the definition of domestic violence is more 

narrowed to mean abuse by a husband against  his wife. This is understandable because most victims  

of domestic violence are wives. Acts of domestic violence are acts against human rights that  can be 

subject to criminal and civil law sanctions. Domestic violence is  a problem  that not  many people 

know about because of its closed nature. 

Keywords : Violence, Women, Domestic Violence. 
 

 
PENDAHULUAN 

 
Manusia merupakan makhl uk ciptaan Tuhan yang mempunyai  berbagai macam kebutuhan dal am  

hidupnya dan setiap manusia tentu menginginkan pemenuhan kebutuhannya secara tepat untuk  

dapat hidup sebagai manusia yang sempurna, baik secara individu maupun sebagai ba gian dari 

masyarakat. Perkawinan termasuk sebagai kebutuhan dasar (asasi) setiap  manusia,  yang 

tujuannya adal ah untuk membentuk kel uarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuha nan Yang Maha Esa. 

 
Dimasukkannya unsur kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” dal am pengertian perkawinan yang  

disebutkan pada Pasal  1 UU No.  1 Tahun 1974,  menunjukkan bahwa perka winan tidak dapat 

dipandang hanya sebagai urusan yang bersi fat pribadi (individual), mel ainkan harus  juga 

dipandang sebagai  hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita dal am satu rumah  

tangga yang memiliki nil ai -nil ai religius berdasarkan pada Pancasil a sebagai falsafah hidup Bangsa  

Indonesia. 

 
Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari  suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia,  

aman, dan tentram menjadi  dambaan setiap orang.  Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat  

terganggu,  jika sikap,  peril aku dan pengend alian diri tidak dapat dikontrol. Pada akhirnya dapat  

terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingg a timbul ketidakama nan atau ketidakadil an 
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terhadap orang yang berada dal am lingkup rumah tangga tersebut. Sehingga perceraian menjadi  

salah satu cara untuk penyel esaian kekerasan dalam rumah tangga. 

 
Secara hukum, perceraian secara damai antara suami dan istri  tidak diperbol ehkan, tetapi harus  

ada al asan yang sah.  Perceraian masih menimpa anak -anak di  bawah umur yang artinya,  kuasa  

orang tua bisa menjadi  wali.  Jika perkawinan diputuskan ol eh hakim,  hakim juga harus mengat ur  

perwalian anak di bawah umur. Pengangkata n wali dil akukan setel ah mendenga r pendap at ayah 

dan ibu yang terkait erat dengan anak. Generasi muda dan anak -anak adal ah generasi penerus, 

pengganti  orang tua, generasi harapan bangsa. Jika orang tua membesarkan anak ini dengan baik,  

maka diharapkan anak tersebut akan 2 menjadi penerus  negara.  O rang tua wajib memelihara 

anaknya l ahir dan batin sampai tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang  

tua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mampu mewarisi ci ta-ci ta  berdasarkan 

Pancasil a. 

 
Akibat perceraian,  kekuasaan penatua berakhir dan dialihkan kepada orang tua perwalian. Ol eh  

karena i tu, jika perkawinan dibubarkan ol eh hakim,  hak asuh anak yang  masih di bawah umur  

harus diatur. Unda ng-Und ang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 (sel anjutnya disebut 

Undang- Unda ng Perlindungan Anak) hanya mengatur tentang pen empatan pada orang tua asuh,  

yang dapat dicabut apabil a orang tua tersebut kedapatan menel antarkan anak atau tidak dapat  

menjamin tumbuh kembang anak. .bisa l akukan.  Pasal 41 UU Perkawinan  mengatur  apa  yang 

harus dilakukan seorang istri dan suami setelah percer aian sebagai berikut : 

 
1.  Baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak -anaknya, semata-  

mata berdasarkan kepentingan anak, bil amana ada perselisihan menge nai  penguasaan 

anak-anak, Pengadil an memberi putusan. 

 
2.  Bapak yang bertanggu ng jawab atas semua biaya pemeliha raan dan pendidikan yang 

diperl ukan anak, bil amana dal am kenyatannya bapak tidak dapat memberikan kewajiban  

tersebut, Pengadil an dapat menentukan bahwa istri ikut memikul biaya tersebut. 

 
3.  Pengadil an dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas is tri Yang ingin peneli ti  

analisis adal ah bagaimana hak asuh anak di jatuhkan pasca perceraian yang berasal dari  

kekerasan dal am rumah tangga dan al asan mengapa hak asuh jatuh ke t angan sal ah satu 

pihak. 

 
PERMASALAHAN 

 
Untuk menghindari  pembahasan yang terl al u l uas, maka penulis memfokuskan hanya pada ”Hak  

Asuh Anak Pasca Perceraian Sebagai Korban Kekerasan Dal am Rumah Tangga Berdasarkan 

Undang- Unda ng Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perk awinan.” Pertam a,  bagaimana hak asuh anak  

jatuh dal am perceraian yang disebabkan ol eh kekerasan dal am rumah tangga? Kedua, bagaimana 

perlindungan hukum bagi anak setelah hak asuh dijatuhka n serta akibatnya bila ditelantarka n? 

METODELOGI PENELITIAN 

 
Menurut Soerjono Soekanto, jenis peneli tian dibagi menjadi dua, yai tu empiris dan normatif. 

Peneli tian yuridis empiris merupakan model pendekatan l ain dal am meneli ti hukum sebagai objek  

peneli tiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskripti f dan 
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terapan bel aka, mel ainkan juga empirical  atau kenyataan hukum.  Sedangkan peneli tian yuridis  

normati f merupakan sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai  

suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin anali tis dan disiplin 

preskriptif, dan disipl in hukum l azimnya termasuk ke dal am dis iplin preskriptif jika hukum 

dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Dal am hal ini,  peneli ti  menggunakan jenis  

peneli tian normati f  yai tu yang men gacu pada Und ang-U ndang yang hidup berkembang di  

masyarakat, serta menerapkan studi kepustakaan. 

Adapun peneli tian ini tentang “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Sebagai Korban Kekerasan Dal am  

Rumah Tangga Berdasarkan Undan g-Unda ng Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”  

merupakan jenis  penel itian normatif  yakni peneli tian yang meng gunakan peru ndang-un danga n 

sebagai  sal ah satu bahan 17 hukumnya.  Hukum tertulisnya yai tu Undan g -Und ang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan,  serta bahan  hukum  l ainnya.  Penulis juga menel aah  undang  undan g 

dan dokumen l ainnya yang berkaitan denga n masal ah hukum yang dibahas.  Peraturan hukum yang 

berkaitan dengan masalahnya yaitu perceraian. 

Dal am mel akukan peneli tian ini maka jenis pendekatan yang peneli ti  gunakan adal ah jenis 

pendekatan kasus (case approach), yai tu peneli tian yang dil akukan dengan cara mel akukan tel aah  

terhadap kasus -kasus yang berkaitan denga n materi peneli tian yang tel ah diputus ol eh pengadil an  

yang telah memiliki kekuata n hukum tetap (inkracht van gewijsde). 

Pendekatan Kasus (case approach) adal ah  jenis  pendekatan  di  dalam  penelitian  hukum  norm atif 

yang mana peneli ti mencoba membangun  argumentasi  hukum  di  dal am  perspektif  kasus   konkrit 

yang terjadi dilapangan,  kasus tersebut erat kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi   di 

lapangan. Biasanya pendekatan  ini  bertujuan  untuk  mencari  nil ai  kebenaran  dan  jal an  keluar 

terbaik atas suatu peristiwa hukum supaya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. (Saiful  Anam , 

2009: 18) 

Peneli ti dal am hal ini  hanya menggu nakan al at pengumpul an data yakni  peneli tian Kepustakaan  

sebagai sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peneli tian 

Kepustakaan dieperol eh mel al ui peneli tian yang bersumber dari Undang- Unda ng, buku-buku, 

dokumen publikasi, jurnal hasil penelitian dan yang lainnya. 

Menurut Sugiyono jenis data ada 2, yai tu data kual itatif dan  kuantitatif.  Data  kuanti tati f 

merupakan data yang berbentuk angka atau bil angan yang dapat diol ah secara numerik untuk  

mendapatakan hasil yang akurat. Sedangka n  data kual i tatif   adal ah  data  yang  berupa kata -kata 

dan l ebih identik dengan sifat serta karakteristik dibanding variabel angka-angka. Sehingga data 

tidak dapat diukur dan dihitung secara pasti. Dal am hal ini, peneli ti hanya menggu nakan jenis data  

kualitati f. 

Peneli ti  dal am hal  ini  menggunakan sumber data sekunder dan menggun akan semua bahan hukum  

baik Primer, Sekunder maupun Tersier untuk mendapatkan sebuah hasil peneli tian yang utuh dan  

valid tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Sebagai Korban Kekerasan Dal am Rumah Tangga  

Berdasarkan Undang-Un dang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina n. 

Bahan hukum yang digunakan peneli ti y ai tu peraturan perun dang unda ngn yang terkait dengan 

objek peneli tian, yakni Unda ng-Und ang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, skripsi, tesis,  

disertasi hukum, buku tentang hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan putusan hakim, buku,  

laporan, jurnal, kasus, kamus Bahasa Indonesia sepanjang masih mempunyai keterkaitan dengan  

objek permasal a han yang akan diteliti. 
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Peneli ti  menggunakan peng elol aan data dari taraf sinkronisasi  horizontal  dimana perunda ng- 

undangan nya berkaitan dengan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian  Sebagai   Korban  Kekerasan  

Dal am Rumah Tangga.  Setel ah data-data tel ah terkumpul,  dil akukannya anal isa yang bersi fat 

kuali tati f karena data yang dikumpul kan berupa kata -kata yang mempunyai sifat.  Semua Analisa 

yang sudah dikumpulkan akan ditarik sebuah kesimpul an. Kesimpul an ini  diambil  dengan cara  

berpikir yang mendasarkan hal-hal yang secara umum l al u kemudian ditarik kembali 

kesimpul annya menjadi kesimpul an secara khusus. 

PEMBAHASAN 

 
Hak asuh anak jatuh dalam perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga 

 
Secara umum,  kel uarga adal ah organisasi atau l embaga terkecil yang membent uk masyarakat. Hal  

ini  bersumber dari  pendapat Goode bahwa masyarakat adal ah struktur dapat disimpulkan yang  

terdiri dari  suatu kel uarga“, dan  untuk terbentuknya kel uarga i tu diperl ukan  suatu  akad nikah  

yang diakui baik ol eh masyarakat maupun agama. Dengan demikian, kel uarga adal ah suatu bentuk  

ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita mel al ui perkawinan.  Dari i katan tersebut 

lahirl ah keturunan yang secara hukum menjadi  tanggung jawab suami  is tri  atau ibu bapak dal am  

membina dan mengembangkan mereka. 

Disamping i tu hal yang pertama sebagai penerus keturunan yang akan merupakan cermin 

keberhasil an hidup dari  orang tua yang mel ahirkan,  membesarkan,  dan mendidiknya. Sesuai  pul a  

dengan kondisi  anak yang senantiasa tumbuh dan berkemba ng ,  tumbuh badannya  dan 

berkembang jiwanya. Faried Maa’aruf  Noor,  menyatakan terdapat beberap a aspek atau segi  

perkemba ngan anak antara lain : 

1.  Aspek Kognitif  Dal am hal  ini  anak yang semul a tidak tahu hal  apa-apa,   kemudian 

menjadi anak yang cukup cerdik dan pandai. 

2.  Aspek Peril aku Sosial Dal am aspek ini anak yang semul a pasi f dal am menerima 

perl akuan sekitarnya,  menjadi  barang yang akti f memberi  perl akuan pada 

sekitarnya,Sehingga dal am batas -batas  tertentu dapat merubah keadaan yang ada di  

lingkung annya. 

3.  Aspek E mosional Dal am aspek ini anak yang semul a pasif untuk menerima sesuatu yang  

memberikan kebahagiaan dari orang l ain, menjadi orang yang akti f untuk mendapatkan  

kebahagiaan atau membahagiakan orang lain. 

4.  Aspek Psikoseksual Dal am  aspek  ini anak yang s emul a merasakan kenikmatan hanya 

dari  sesuatu yang masuk dari  mul ut,  menjadi  orang yang dapat merasakan dari  segi sesuatu  

yang diterimanya dari l uar.  Dengan demikian menjadi  jel as, bahwa anak mempunyai arti  

pnting bagi setiap orang tua, dan dengan demikian  orang tua berkewajiban memelihara dan  

mendidik anak, memberi makan, pakaian, menjaga kesel amatan, kesejahteraan l ahir dan  

batin. 

Dapat diketahui bahwa anak mempunyai hak-hak yang cukup untuk kel angsungan hidup dan 

kebahagiaan anak. Anak yang sah sampai de ngan usia 18 tahun berhak mendapat perhatian baik 

dari  segi  perkembangan intel ektual nya maupun dari segi  pendidikan yang l ayak.  Hal  ini  di tegaskan  

dal am pasal  47 UU No. 1 Tahun 1974.  Kewajiban orang tua terhad ap anak diatur dal am pasal  45 

UU No 1 tahun 1974, yaitu : 

1.  “Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya. 
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2.  Kewajiban orang tua yang dimaksud dal am ayat (1) pasal ini berl aku sampai anak kawin  

atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban berl aku dimana terus meskipun perkawinan antara 

kedua orang tua putus “. 

Ketentuan tersebut di  atas menunjukkan bahwa an ak mempunyai hak yang cukup untuk menjamin  

kel angsungan hidup dan kebahagiaan anak yang bersangkutan. Kekerasan anak adal ah  is til ah 

abuse yang berarti kekerasan penga niayaan, perl akuan yang sal ah atau  penyiksaan. Kekerasan  

anak adal ah peril aku yang disengaja dan menyebabkan kerusakan fisik dan psikol ogis pada anak - 

anak.  Is til ah chil d abuse mengacu pada berbagai  jenis  peril aku,  mul ai dari peril aku menga ncam  

hingga pel ecehan l angsung ol eh orang dewasa. Sementar a i tu,  Barker menjel askan bahwa jika 

kekerasan terhadap anak adal ah tindakan yang dil akukan berul ang kali  dengan maksud untuk  

menyakiti fisik atau mental seorang anak mel al ui hasr at dan pemaksaan, hukuman badan yang  

sudah di l uar kendali,  penganiayaan, atau kekerasan seksual  terhadap anak. Di s isi l ain, kekerasan  

sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya mengasuh anak. 

Kekerasan anak di rumah juga sering terjadi karena tekanan ekonomi orang tua dan mereka tidak  

mampu memenuhi kebutuhan anggota kel uarganya. Sebagai orang tua, yang paling penting adal ah  

mendidik anak agar anak tidak terpengaruh pada lingkungan yang tidak m enguntun gkan yang 

membuat mereka terlibat dal am kegiatan il egal, seperti  tindakan kekerasan. Mendikbud juga 

mengatakan bahwa model video game harus menjadi perhatian orang tua. 

Kekerasaan anak biasanya berawal  dari pengab aian hingga ke pemerkosaan dan pembunu han. 

Terry  E  Lawson mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi  empat macam  

yakni verbal  abuse, emotical  abuse, sexual  abuse dan physical  abuse. Sedan gkan Suharto 

membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat juga yai tu kekerasan psikologis, kekerasan  

fisik, kekerasa n sosial hingga kekerasan seksual. Keempa tnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

a. Kekerasan psikol ogis yakni  kekerasan yang meliputi seperti mengel uarkan atau berbicara  

dengan bahasa yang tidak sopan bisa di sebut dengan kata-kata kasar atau kotor,  

memberikan atau memperlihatkan v ideo, gambar maupun buku yang memiliki unsur 

pornografi anak. Anak yang menerima tindakan tersebut akan menimbulkan anak menjadi  

pemal u, takut bertemu denga n orang-orang asing hingga menan gis jika didekati dengan  

orang asing. 

b. Kekerasan fisik yakni  berupa pemukul an, penganiyaan, dan penyiksaan kepada anak- 

anak memakai  benda-benda tertentu.  Peril aku ini  memil iki  dampak  seperti  adanya l uka  

fisik hingga mengal ami kematian pada anak. 

c. Kekerasan sosial sal ah satu contohnya penel antaran anak. Pengertian penel antaran  

adal ah peril aku orang tua terhadap anak y ang tidak memberi kehidupan maupun perh atian 

yang layak pada masa perkembanga n anak tersebut. 

d. Kekerasan seksual  sal ah satunya seperti tindakan pra kontrak seksual yang dil akukan  

ol eh orang dewasa terhadap anak -anak dengan mel akukan sentuhan atau memperlihatkan 

gambar visual. 

Pada pembuatan Unda ng-Und ang No. 23 Tahun 2002 yang di jel askan diatas didasari ol eh 

peratifikasian Konvensi Hak Anak pada tahun 1990. Kemudian pasal 1 angka 1 Undang- Undang  

No. 23 Tahun 2002 menjel askan bahwa anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur 18  

tahun, termasuk anak yang masih di  dal am perut sang ibu. Pasal  ini mencakup sangat l uas karena  

anak yang belum lahir kedunia atau masih didalam perut ibu sudah memiliki perlindu ngan hukum. 
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Prinsip dasar kepentingan yang terbaik bagi anak, s ebagaimana di jel askan dal am Pasal  2 Unda ng - 

Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 (UUP A), diartikan sebagai “semua tindakan yang  

menyangkut anak yang dil akukan ol eh pemerintah, masyarakat, l egisl atif, dan badan  yudikati f, 

maka kepenting an terbaik bagi anak harus menjadi pertimbanga n utama." 

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim sebagai pemegang kekuasaan hukum yang menjal ankan  

peradil an wajib menerapkan asas ini, khususnya dal am proses persidangan dan mengambil putusan 

yang perkaranya menyangkut atau berkaitan dengan kehidupan anak.  Sel ain asas  kepentingan 

terbaik anak, terdapat asas  penghargaa n terhadap hak berpendapat anak, yang memberikan bahwa  

anak berhak mengel uarkan pendapatnya di mana pun dan tentang apapun, dan orang dewasa waji b 

memiliki  kewajiban untuk mendeng arkan, mempertimbangkan dan memenuhi keinginan anak 

tersebut dan mematuhinya apabil a hak berpendap at tersebut berkaitan erat dengan kepentingan  

terbaik bagi anak dal am kehidupan atau masa depan anak tersebut (penjel asan da l am Pasal  2 

UUPA). 

Kedua asas ini saling mel engkapi dan bersifat wajib untuk di terapkan,  termasuk  ketika 

menyangkut hak -hak anak dipertaruhkan di  pengadil an. Hak berpendapat anak menja di terpenting  

ketika orang tua berpisah dan di pengadil an berjuang unt uk menentukan hak tunjanga n anak di  

masa depan, yang didenga rka n oleh orang dewasa atau pemerintah. 

Pertimbangan hukum yang sering digunakan ol eh majelis hakim dal am menentukan hak asuh anak  

adal ah kedekatan hubunga n denga n sal ah satu orangtuanya.  Kedekatan hubun gan ini  meliputi 

kedekatan fisik dan psikol ogis/emosional, misal nya anak -anak tel ah tinggal bersama dengan sal ah 

satu orangtua untuk masa tertentu; anak -anak mendapatkan perhatian, perawatan, pemeliharaan  

dan pendidikan dari  sal ah satu orangtua di  mana mereka tel ah tinggal  bersama dal am kurun waktu  

tertentu tersebut.  Ketidakhadiran sal ah satu oran gtua dal am memberikan perhatian,  perawatan,  

pemeliharaan dan pendidikan menjadi  faktor pertimbanga n bagi  hakim untuk menol ak permohonan 

sal ah satu orang tua untuk mendapatkan hak asuh. Berdasarkan pertimbanga n tersebut, maka hak  

asuh anak ini dapat diberikan kepada si ayah atau si ibu. Mel al ui   faktor  kedekatan  ini  majelis 

hakim dapat menil ai  tanggungjaw ab dari sal ah  satu orang tua untuk keberl angsungan hidup s i  

anak,  tetapi hal ini  tidak berarti menjadikan tanggun gjawab sal ah satu orang tua yang tidak 

mendapatkan hak asuh. Kewajiban -kewajiban yang diatur dal am Pasal  41 UU Perka winan harus  

dipertahankan sampai anak-anak itu mencapai usia dewasa. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, terutama kedekatan anak dengan sal ah satu orang tuanya,  

menunjukkan bahwa Majelis  Kehakiman tel ah memperhatikan kepentingan anak dan 

perkembangan anak dari sudut pandan g hakim dan orang tua sebagai orang dewasa, tanpa 

melibatkan pendap at anak. Pertimbangan dan keputusan hakim didasarkan pada berbagai aspek,  

seperti perkembanga n fisik, mental, moral dan pendidikan anak-an ak tersebut. 

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa permasal ahan kekerasan dal am rumah tangga bel um 

dipandang sebagai  hal  yang serius  sehingga bel um digunakan sebagai  dasar pertimbangan yang  

kuat untuk menentukan apakah seseorang yang memiliki riwayat mel akukan kekerasan dal am  

rumah tangga berhak mendapatkan hak  asuh atas  anak. Apabil a hakim memahami  permasal ahan 

ini maka hakim tidak akan memutuskan untuk menyerahkan hak pemeliharaan anak kepada sal ah  

satu orangtua yang memiliki sejarah sebagai pel aku kekerasan dal am rumah tangga. Mengenai hal  

ini  tel ah diatur di  dal am Pasal  9 (3) UU Perlindungan An ak yang mengatur hak anak yang 

terpisahkan dari sal ah satu atau kedua orangtuanya untuk tetap membina hubungan yang bersifat  

personal dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur, kecuali jika hal tersebut 
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bertentangan den gan kepentingan terbaik anak (misal nya karena adanya kekerasan dal am rumah  

tangga yang dilakukan oleh salah satu orangtuanya) 

Jika dibandingkan dengan putusan  pengadil an di  berbagai negara,  riwayat sal ah  satu orangtua  

yang mel akukan kekerasan dal am rumah tangga sel al u digunakan sebagai  pertimbangan untuk  

tidak memberikan hak asuh. Dasar yang digunakan adal ah asas kepentingan yang terbaik anak, di  

mana pemerintah mel al ui  hakim berusaha menjamin dan  melindungi hak anak -anak agar anak  

tidak terkena dampak kekerasan dal am rumah tangga. Ol eh karena i tu sebel um hakim membuat  

putusan maka hakim akan sel al u mendenga rkan pendapat anak. Apabil a di temukan fakta adanya  

kekerasan dal am rumah tangga maka hakim akan memerintahkan hak untuk berkunjung sec ara 

terbatas dari sal ah satu orangtua yang mel akukan kekerasan tersebut.  Berdasarkan  uraian 

tersebut maka tampak bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak pada akhirnya meliputi 

perlindunga n dari berbagai tindak kekerasan baik yang bersi fat fisik, ps ikol ogis,  seksual, 

penel antaran dan berbagai bentuk kekerasan dalam keluarg a lainnya. 

Apabil a praktek mendengarkan hak berpendapat anak tel ah dil akukan di Indonesia  maka 

sebaiknya hal tersebut dimuat di dal am pertimbanga n hukumnya. Hal ini  tidak bertentanga n 

dengan aturan yang ada, karena permohonan hak membesarkan anak dan pendidikan anak sesuai  

dengan permintaan pembatal an perkawinan.  Ol eh karena i tu, anak berhak  mendenga r 

pendapatnya dari hakim  sebel um hakim mengambil  keputusan tentang hak asuh anak,  karena 

mendenga rkan pendapat a nak pada hakekatnya adal ah menghormati  hak anak untuk ikut serta 

dan menyatakan pendapatnya dal am pengambil an keputusan terutama jika menyangkut hal -hal 

yang mempengaruhi hidupnya. 

Keteranga n atau kesaksian anak tel ah menjadi  bagian dari  putusan pengadil an  dal am berbagai  

putusan pengadil an di l uar negeri. Pemuatan keterangan anak dal am putusan pengadil an 

merupakan akibat dari  asas pengharg aan terhadap hak berpendap at anak untuk menyatakan 

pendapatnya.27 Hal i tu  wajib disalin ol eh l embaga peradil an Indonesia berdasarkan ketentuan 

Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014  

tentang Perubah an atas Unda ng Unda ng Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan A nak yang 

menyatakan bahwa “setiap  anak berhak menyatakan dan didengar penda patnya,  menerima,  

mencari dan memberikan informasi, dan untuk menjamin kesesuaian tingkat intel ektual dan 

usianya dengan perkembanga n dirinya sesuai dengan nilai-nil ai kesusilaan dan kepatutan”. 

Perlindungan hukum bagi anak setelah hak asuh dijatuhkan serta akibatnya bila ditelantarkan 

 
Menurut Pasal  19 UU No.1 Tahun 1974 perceraian dapat terjadi  karena al asan-al asan sebagai 

berikut: 

1.  Salah satu pihak meningg al kan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin 

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan nya 

2.  Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 

sebagainya yang sukar disembuhkan 

3.  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau atau hukuma n yang 

lebih berat setelah perkawina n berlangsung 

4.  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayaka n 

pihak yang lain 
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5.  Sal ah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 

menjal ankan kewajiban sebagai suami-isteri 

6.  Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkara n dan tidak  

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

Dal am pengajuan permohonan perceraian dapat diajukan juga permohonan atas hak asuh anak  

kepada pengadil an.  Sal ah satu pihak dapat mengajukan permohonan hak asuh anak demi 

kepentingan dan keberl angsungan masa depan anak. Secara umum anak berhak mendapat 

perl akuan yang baik, kasih sayang meskipun kedua orang tua tel ah bercerai,  tetapi  anak  harus 

tetap mendapatkan kasih sayang. Anak juga berhak untuk tetap mendapatkan jaminan pendidikan,  

kehidupa n yang layak, kesehatan, dan perlindunga n. 

Hak asuh anak menurut hukum di Indonesia menyebutkan Undang -U ndang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak. Dal am Unda ng - undang ini 

perlindunga n anak l ebih diutamakan,  dimana hal  ini tetap harus dil akukan meskipu n diantara ibu 

atau ayahnya yang bersengketa.  Pada peneli tian ini, perceraian yang disebabkan ol eh kekerasan  

dal am rumah tangga bera da di poin keempat.  Itu artinya,  pengadil an akan menjatuhkan hak asuh  

anak kepada pihak yang menjadi korban agar sang anak tidak mendapatkan mara bahaya, 

mengingat ada salah satu pihak yang melakukan KDRT. 

Bil amana perkawinan putus  karena tal ak, maka mantan suami wajib memberikan biaya hadhanah  

untuk anak-anaknya yang bel um mencapai umur 21 tahun. Hal ini menjadi suatu ke wajiban mau 

bagaimana pun kehidupan masa l al u orang tuanya. Dan pemberian nafkah kepada anak i tu tidak  

bol eh berhenti  hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun. Sel ama anak tersebut bel um pernah  

menikah maka anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua.  Namun jika bel um  

menunjukan hasil,  bahwa masyarakat Indonesia bisa memenuhi  sesuai  kebutuhan dan  

perkembangan nya.  Hal ini menyebabkan kondisi dan si tuasi  serta keterbatasan pemerintah juga  

masyarakat yang belum mungkin mengem bangkan secara nyata peratu ran UU yang sudah ada. 

Perlindungan anak dibedakan menjadi dua yai tu,  bersi fat yuridis dan non yuridis.  Perlindungan  

yuridis terdapat aturan hukum yang berakibat l angsung bagi anak.  Sedangkan perlindunga n non  

yuridis menyangkut perlindung an dalam beberap a bidang, yaitu : 

1) Dal am bidang sosial yang ada hubungannya denga n perlindungan anak untuk 

bermasyarakat atau bersosial dan lingkungan yang kondusi f untuk tumbuh kembang anak  

juga penga daan kondisi sosial. Seorang anak mempunyai hak untuk dapat te mpat l ayak 

untuk hidup dan berkemban g. 

2) Dal am bidang kesehatan yang ada hubungannya deng an perlindungan juga kesehatan  

anak baik jasmani dan juga rohani serta mel akukan tindakan meningkatkan gizi dan 

kesehatan anak. Pemerintah seharusnya bisa memberikan jal an yang mudah a gar anak bisa  

mendapat jaminan kesehatan, memberikan fasili tas  kesehatan gratis agar dil akukan untuk  

baiknya tumbuh kembang anak. 

3) Dal am bidang pendidikan menyangkut hak anak agar dapat meningkatkan kuali tas 

pendidikan dengan banyak program bantuan serta fasili tas pendidikan canggih  dan 

lengkap, guna meningkatkan perkem bangan anak. 

Namun tidak jarang, ada banyak pihak yang  tidak dapat  menyesuaikan  diri, memiliki  peril aku  

yang seenaknya tanpa mengindahkan perkembanga n yang dimiliki anak mereka  serta memiliki  

sikap yang acuh bahkan berpotensi menel antarkan anak mereka sendiri. Karenanya masyarakat 
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yang paling dekat memiliki hak untuk melindungan anak yang mendapat perl akuan tidak adil ol eh  

orang tuanya. UU No. 39 Tahun 1999 berkenaan dengan hak asasi manusia tel ah menuangkan hak  

anak, menjal ankan kewjaiban serta tanggun g jawab yang dimiliki orang tua, k el uarga, masyarakat,  

pemerintah, serta negara guna melindung an anak. 

Permasal ahan perl indungan anak yakni merupakan suatu hal yang cukup kompl eks yang 

mendorong timbul nya berbagai  bentuk masal ah yang l ebih l anjut yang tidak sel al u dapat teratasi  

secara perorangan akan tetapi  dapat tersel esaikan Bersama -sama dan yang penyel esaiannya masih  

menjadi tanggun g jawab Bersama.  Perlindungan anak memberi  akibat hukum baik yang erat 

kaitannya dengan hukum tertulis ataupun tidak tertulis. 

Perlindungan, baik mendap atkan permintaan atau tanpa diminta, pemeliharaan pada anak yakni  

hak yang dimiliki  anak. Tujuan dari memberi perlindungan yakni  agar anak merasa mendapatkan  

perlindunga n, sehingga anak merasakan kenyamanan, jika akan merasakan ama n maka ia akan 

berkebebasan untuk mel aksanakan penjel ajahan ataupun ekspl oitasi pada lingkungan. 

Perlindungan anak dapat dimaknai dengan upaya pengadaan kondisi yang mana tiap anak dapat  

menjal ankan atau mendapatkan hak serta kewajibannya. Adapun perlindunga n  tersebut 

merupakan sebuah wujud dari keadil an yang dimiliki masyarakat, memberikan perlindunga n pada  

manusia. Dengan demikian maka perlindungan anak diupayakan dal am beberapa  bidang 

kehidupa n 

Kepastian hukum sangat butuh diupayakan demi keberl angsungan kegiatan perlindunga n anak  

serta pencegahan penyel ewan gan yang memberikan dampak negatif. Yang tidak dikehendaknya  

dal am menjel ankan perlindungan anak perlindungan anak terdiri atas berbagai  perm asal ahan yang 

penting serta mendesak, memiliki keragama n serta variasi tingkat tradisi serta berbagai nil ai yang  

berl aku dal am masyarakat. Terdapat berbagai  permasal ahan yang di masyarakat butuh adanya  

perlindungan bagi anak khususnya yakni anak dibawah usia. 

Kewajiban dan tanggu ngjawab nega ra dan pemerintah dal am memberikan perlindungan terhada p  

anak dal am Unda ng-Un dang Nomor 17 tahun 2016 perubahan atas Undan g -Unda ng Nomor 23 

tahun 2002 tentang P erlindungan Anak,  pada pasal tersebut menjel askan bahwa pemerintah 

sebagai organ penyel enggara neg ara harus mampu mengemb an amanat pasal ini dan harus  siap  

mengatasi segal a permasal ahan dengan sebuah strategi -strategi dan kebi jakan yang ji tu sehingga  

dapat diimpl ementasikan dengan mudah.  Tugas  pemerintah adal ah harus  memberikan 

perlindunga n dan pemeliharaan terhada p anak terl antar karena ini adal ah merupakan 

tanggungja wabnya. Untuk melindungi hak asasi manusia bagi anak dal am ketentuan perundanga n  

mengenai  perlindungan anak berasaskan Pancasil a dan Undan g -Und ang Dasar 1945 serta prinsip- 

prinsip konvensi hak anak yang meliputi  non diskriminasi,  kepentingan yang terbaik  bagi anak, 

hak untuk hidup,  kel angsungan hidup dan perkembangan serta penghargaa n terhadap pendap at  

anak, sebagai penghorm atan bagi  anak atas hak untuk mengambil keputusan berkaitan denga n  

kehidupa nnya. 

Pemerintahan dapat dikatakan bertanggu ngjawab jika mereka dinil ai mempunyai  responsivi tas  

(daya tanggap) yang tinggi terhadap apa yang menjadi permasal ahan, kebutuhan, kel uhan, dan  

aspirasi masyarakat yang diwakilinya, mereka cepat memahami apa yang menjadi tuntutan publik,  

dan berusaha semaksimal mungkin memenuhinya, mereka dapat menangkap masal ah yang 

dihadapi publik dan berusaha untuk mencari sol usinya, mereka tidak suka menunda -nunda waktu, 

memperpanja ng jalur pelayanan, atau mengutam aka n prosedur tetapi mengabaikan substansi. 
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Adapun upaya-upaya l ainnya yang tel ah dil akukan terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak  

yaitu: 

1.  Pemerintah membuat program,  misal nya: Penerbitan akta kel ahiran gratis  bagi anak,  

Pendidikan tentang cara pengasuhan tanpa kekerasan kepada orangtua dan guru, Layanan  

kesehatan untuk anak, Meningkatkan anggara n pendidikan dasar dan menggr atiskan biaya  

pendidikan dasar. 

2.  DPR/DPRD  membuat Undan g-Und ang / Perda untuk melindungi anak dari tindak  

kekerasan dan ekspl oitasi, mengancam  pel aku dengan ancaman hukuman sehingga  

diharapkan bisa menimbul kan efek jera. 

3.  Jajaran penegak hukum (pol isi,  jaksa) dan penegak keadil an (hakim) memproses  setiap  

pel anggar an hak anak dengan tegas , tanpa pandang bul u, dan memberi  sanksi  yg setimpal  

dengan pelanggaran yang dilakukan. 

Dal am pel aksanaan perlindungan anak yang rasional posi tif dan dipertanggun gjawabkan serta 

bermanfaa t di kemudian hari berikut, upaya lain yang dapat dilakukan yakni : 

1) Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerjasama dibidang pel ayanan 

perlindunga n anak yang berfungsi  sebagai koordinator yang memonitor dan membantu  

membina serta membuat pol a kebi jaksanaan mereka yang melibatkan diri dal am 

perlindungan anak. 

2) Secepatnya membuat menga dakan penjamin pel aksanaan perlindungan an ak dengan  

berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum untuk mencegah akibat -akibat yang tidak  

diinginkan yang menimbul kan kerugian dan korban (mental, fisik, sosial). 

3) Mengusahakan penyul uhan mengen ai perlindungan anak serta manfaat secara merata  

dengan tujuan meningkatk an kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah  

untuk ikut serta dal am kegiatan perlindunga n anak sesuai  dengan kemampua n dengan  

berbag ai cara yang tidak bertenta ngan dengan pancasil a dan Undang-Un dang Dasar 1945. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan di  atas  maka dapat diuraikan kesimpul an sebagai berikut: Pertam a, 

dal am pengasuhan anak perl u juga mengetahui  kemampuan orangtua dal am mengasuh, 

memelihara, membina, melindungi, mendidik, dan menumbuh kembangkan sesuai dengan agama  

y ang dianutnya dan sesuai dengan bakat serta kemampuan anak dan perl u dilindungi karena 

kehidupan berbangsa dan bernegara karena anak merupakan generasi penerus bangsa.  Hal 

tersebut dil akukan supaya dapat meng hindari  hal -hal  yang tidak diinginkan  seperti   kekerasan 

serta penganiayaan kepada anak.  Kedua, Di jel askan bahwa dal am penentuan pemberian hak asuh 

anak dal am perceraian harusl ah menguta makan ibu kandung. Terl ebih l agi untuk hak asuh anak  

yang masih di  bawah umur atau 12 tahun keba wa h. Hal  ini  di tetapkan denga n melihat kepentingan  

anak yang membutuhkan sosok ibu. Kemudian perbuatan kekerasan dal am rumah tangga perl u  

diperhatikan dal am menentukan hak asuh anak sebagaimana di jel askan dal am dengan Pasal 49  

Ayat (1) Undang- Undan g Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  di jel askan  

mengenai  penentuan hak asuh anak yaitu sal ah seorang atau kedua orangtua tidak diberikan hak  

asuh anak apabil a: 

a. Ia sangat melalaika n kewajibannya terhadap anak; 

b. Ia berkel akuan buruk sekali. 
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SARAN 
 

Berdasarkan kesimpul an di atas maka dapat diuraikan saran sebagai berikut: Pertam a, penulis 

harap hakim dal am menimbang harusl ah cermat dal am mempertimbangkan penyel esaian perkara  

hak asuh anak perl u menggun akan serangkaian U ndang-u ndang,  yurisprudensi, atau Doktrin il mu  

hukum, atau pendapat ahli hukum sebagai dasar Majelis Hakim dal am memutus perkara,  tidak  

bol eh dipertimbangkan hanya berdasarkan kedua orangtua bekerja dan mampu membiayai anak - 

anaknya saja mel ainkan harus  benar-benar 41 memperhatikan kepentingan terbaik anak, 

menjauhakan anak dari kekerasan yang pernah terjadi, mendapatkan perlindungan yang terbaik,  

pendidikan agama, pendidikan akhl ak,  mendapatkan kesempatan tumbuh berkemba ng jasmani 

maupun rohani. Kedua, dal am penerapan hak asuh anak mau ibu atau ayah yang tel ah di tetapkan  

menjadi penerima hak asuh tersebut setel ah putus atau bercerai kedua orangtua harus tetap 

memperhatikan kasih sayang, terl ebih anak tersebut masih dibawah umur yang masih sangat 

membutuhkan peran dari sosok kedua orangtua serta sal ah satu orangtua tidak bol eh mel arang dan  

menutup akses untuk bertemu anaknya. Agar anak tersebut dapat bertumbuh dan berkembang  

dengan penuh perhatia n serta kasih sayang dari kedua orangtu a meski telah bercerai. 
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